
	CP Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara :

1.   Mahasiswa mampu menganalisis pengertian dan Dasar Hukum Keuangan  Negara
2.   Mahasiswa mampu menganalisis pengeluaran negara
3.   Mahasiswa mampu  menganalisis pengertian dan hakikat anggaran negara
4.   Mahasiswa mampu menganalisis mengenai siklus anggaran negara
5.   Mahasiswa mampu menganalisis mengenai penguasaan dan pengurusan anggaran  negara
6.   Mahasiswa mampu menganalisis arti dan tata cara pengawasan anggaran negara
7.   Mahasiswa mampu menganalisis arti penting bantuan (pinjaman) luar negeri
8.   Mahasiswa mampu menganalisis mengenai seluk beluk kebijaksanaan fiskal.
9.   Mahasiswa mampu menganalisis hubungan yang dikembangkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
10. Mahasiswa mampu menganalisis secara yuridis mengenai perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara
11. Mahasiswa mampu menganalisis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertikal
12. Mahasiswa mampu menganalisis mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Undang-Undang Perhitungan Anggaran



↑
EVALUASI / UJIAN AKHIR SEMESTER (Minggu ke-16)
														     ↑
	Sub-CPMK-12. Mampu menganalisis pengawasan intern dan ekstern, menjelaskan pengawasan preventif dan represif, menjelaskan pengawasan aktif dan pasif, menjelaskan pengawasan kebenaran formil, menjelaskan substansi norma dalam Undang-Undang, menjelaskan sanksi-sanksi yang diberlakukan, menganalisis masalah yang timbul



	
DIAGRAM ALIR
PEMBELAJARAN MATA KULIAH
HUKUM KEUANGAN NEGARA


								
							            ↑
	Sub-CPMK-11. Mampu menganalisis menganalisis pertanggungjawaban horizontal, menganalisis pertanggungjawaban vertical, mengidentifikasi masalah yang timbul


														     ↑	

	Sub-CPMK-10. Mampu menganalisis pengertian perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara, mengidentifikasi  perhitungan anggaran negara, menganalisis pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara, menganalisis permasalahan yang timbul pada perhitungan keuangan negara


														    ↑
	Sub-CPMK-9. Mampu menganalisis hubungan keuangan antara pusat dan daerah, menjelaskan dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah, menjelaskan sistem rumah tangga daerah, menganalisis mekanisme pusat dan daerah, menganalisis masalah yang timbul, mengidentifikasi macam-macam penerimaan daerah


														    ↑
	Sub-CPMK-8. Mampu menganalisis pokok-pokok kebijakan fiskal,
menganalisis upaya antisipasi dalam kebijakan fiskal, posisi pajak dalam kebijakan fiskal, negara sebagai alat kebijakan fiskal, menganalisis arah kebijakan fiskal Indonesia



														    ↑  				
EVALUASI/ UJIAN TENGAH SEMESTER (Minggu ke-8)
									         ↑
	Sub-CPMK-7. Mampu menganalisis arti penting bantuan luar negeri, menjelaskan bentuk-bentuk bantuan luar negeri, menguraikan alasan menerima dan memberikan bantuan luar negeri, menjelaskan faktor –faktor yang menentukan jumlah bantuan luar negeri, menjelaskan dampak-dampak bantuan luar negeri


									         
         

        
↑
↑
	Sub-CPMK-6. Mampu menjelaskan pengertian pengawasan anggaran negara, menjelaskan sejarah pengawasan keuangan negara, menjelaskan pejabat perbendaharan negara, menjelaskan pemeriksaan keuangan negara






			      ↑				                         
	Sub-CPMK-5. Mampu menganalisis mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan negara, menjelaskan mengenai perbendaharaan negara dan pejabat perbendaharaan negara, menguraikan pertanggungjawaban keuangan negara







                                                                                                ↑
	Sub-CPMK-4. Mampu menjelaskan pengertian siklus anggaran, menguraikan isi dan prinsip anggaran, menjelaskan perubahan dan pergeseran anggaran


↑
	Sub-CPMK-3. Mampu menjelaskan pengertian anggaran negara, menguraikan sifat hukum UU Anggaran, menguraikan asas-asas dan klasifikasi anggaran 


↑
	Sub-CPMK-2. Mampu menjelaskan pengertian dan macam pengeluaran 
negara, menjelaskan pertumbuhan dan pengeluaran negara, Ketepatan menguraikan alas an pembenar pengeluaran negara


									        ↑
	Sub-CPMK-1. Mampu menganalisis pengertian  keuangan negara, menguraikan dasar hukum keuangan negara
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	CPL Prodi yang dibebankan pada MK HKN 
	

	
	S-9
CPL-7


P-7

KK-7

	Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh diri sendiri dan oleh sejawat
Mampu menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural
Mampu membuat UU/PP Pengganti Undang-Undang
Mampu membuat Peraturan Daerah Provinsi
Mampu membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Membuat perencanaan Per-UU

	

	
	Capaian Pembelajaran MK HKN

	
	M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
	Mahasiswa mampu menganalisis pengertian dan Dasar Hukum Keuangan  Negara
Mahasiswa mampu menganalisis pengeluaran negara
Mahasiswa mampu  menganalisis pengertian dan hakikat anggaran negara.
Mahasiswa mampu menganalisis mengenai siklus anggaran negara
Mahasiswa mampu menganalisis mengenai penguasaan dan pengurusan anggaran  negara
Mahasiswa mampu menganalisis arti dan tata cara pengawasan anggaran negara
Mahasiswa mampu menganalisis arti penting bantuan (pinjaman) luar negeri
Mahasiswa mampu menganalisis mengenai seluk beluk kebijaksanaan fiskal.
Mahasiswa mampu menganalisis hubungan yang dikembangkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Mahasiswa mampu menganalisis secara yuridis mengenai perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Mahasiswa mampu menganalisis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertikal
Mahasiswa mampu menganalisis mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Undang-undang Perhitungan Anggaran

	

	
	CPL  Sub-CPMK HKN   
	

	
	1
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci dan sitematis pengertian dan dasar hukum keuangan negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis hubungan fungsi negara dan keuangan negara
3. menjelaskan ruang lingkup studi keuangan negara
4. menjelaskan dasar hukum keuangan negara

	
	2
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci hal-hal yang termasuk dalam pengeluaran negara.
2. menjelaskan secara rinci mengenai pertumbuhan pengeluaran negara
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai alasan pembenar dilakukannya pengeluaran negara dari sudut hukum dan kebijaksanaan
4. menjelaskan secara rinci mengenai pengeluaran negara dari sudut hukum dan ekonomi

	
	3
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti dan hakikat anggaran negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai sifat hukum undang-undang anggaran 
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai asas-asas yang dipakai dalam pelaksanaan anggaran negara.
4. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai klasifikasi anggaran negara.

	
	4

	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti tahun anggaran bagi negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai sistem anggaran yang dilakukan dalam kehidupan bernegara.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai peranan asas anggaran berimbang bagi negara.
4. menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang termasuk dalam anggaran suatu negara.

	
	5
	Mahasiswa mampu:	
1. . menjelaskan secara rinci mengenai hakikat penguasaan atas anggaran negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara pengurusan anggaran negara secara umum.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai kekuasaan dan fungsi ordonatur dalam pengurusan anggaran negara.
4. menjelaskan secara rinci mengenai mengenai kekuasaan dan fungsi ordonancering dalam pengurusan anggaran negara

	
	6
	Mahasiswa mampu:	
1 menjelaskan secara rinci mengenai arti pengawasan dan arti pentingnya pengawasan keuangan negara.
2.	menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai sejarah pengawasan keuangan negara yang pernah dilakukan.
3.	menjelaskan secara rinci mengenai badan-badan yang diserahi tugas pengawasan keuangan negara.
4.	menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

	
	7
	Mahasiswa mampu:	
1  menjelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri bantuan luar negeri
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai alasan menerima bantuan dari negara donor
3. menjelaskan secara rinci mengenai kualitas bantuan luar negeri
4. menjelaskan secara rinci mengenai manfaat bantuan luar negeri
5. menjelaskan secara rinci mengenai manfaat bantuan luar negeri terutama bagi negara penerima bantuan
6. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai persoalan-persoalan yang timbul terutama bagi negara penerima bantuan   setelah mendapatkan bantuan luar negeri.

	
	8
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai pokok-pokok kebijaksanaan fiskal
2. menjelaskan secara rinci mengenai masalah dalam kebijaksanaan fiskal
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai upaya apa saja yang dilakukan dalam  mengantisipasi masalah-masalah yang ditimbulkan dengan diberlakukannya kebijaksanaan fiskal
4. menjelaskan secara rinci mengenai posisi pajak dalam kebijaksanaan fiskal
5. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai berbagai pengeluaran negara yang dapat dijadikan alat kebijaksanaan fiskal.
6. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai arah kebijaksanaan fiskal Indonesia selama ini.

	
	9
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti pentingnya hubungan antara pusat dan daerah.
2. menjelaskan secara rinci mengenai dasar-dasar yang melandasi dikembangkannya hubungan antara pusat dan daerah.
3. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai sistem rumah tangga yang dikembangkan pada pemerintahan di daerah
4. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara melakukan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah
5. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengeani kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan dalam rangka melaksanakan hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah.

	
	10
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dan arti pentingnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai perhitungan anggaran negara.
3. menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
4. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai kemungkinan masalah-masalah yang dapat timbul dalam rangka perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

	
	11
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti pentingnya pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertikal.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara vertikal.
4. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai kemungkinan masalah-masalah yang timbul akibat dilaksanakannya mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara vertikal dan horizontal serta dapat pula menjelaskan kemungkinan untuk mengatasi permasalahan tersebut..

	
	12
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai pengertian pertanggungjawaban keuangan negara yang terkandung dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.
2. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai substansi norma yuridis tentang pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan negara pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.
4. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai berbagai macam sanksi baik berupa pidana maupun administratif pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.

	Deskripsi Singkat MK
	Hukum Keuangan Negara adalah mata kuliah wajib fakultas bagian Hukum Administrasi Negara, yang artinya mata kuliah ini baru dapat ditempuh  mahasiswa pada semester IV/Genap setelah memenuhi mata kuliah pra syarat nya yaitu Hukum Administrasi Negara. Landasan keuangan negara ada pada Undang-Undanag Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara pasal 23A – 23E. Adapun Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan lainnya

	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Keuangan Negara; pengertian, hubungan fungsi negara dan keuangan negara, ruang lingkup dan dasar hukum keuangan kegara
2. Pengeluaran Negara; macam dan alasan pembenar pengeluaran negara serta pengeluaran negara dari sudur pandang hukum dan ekonomi
3. Anggaran Negara; sifat hukum Undang-Undang Anggaran, Asas-asas dan klasifikasi anggara
4. Siklus Anggaran Negara; pengertian siklus anggaran, isi anggaran, prinsip anggaran, perubahan dan pergeseran anggaran
5. Penguasaan dan Pengurusan Keuangan Negara
6. Pengawasan Anggaran Negara; pengertian, sejarah, badan pengawasan negara dan pemeriksaan keuangan negara
7. Bantuan Luar Negeri; arti penting BLN, bentuk-bentuk BLN, alasan memberikan dan menerima BLN, faktor-faktor yang menentukan jumlah BLN dan dampak-dampak BLN
8. Kebijakan Fiskal; pokok-pokok kebijakan fiskal dan permasalahan, upaya antisipasi serta posisi pajak dalam kebijakan fiskal
9. Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ; pengertian dan dasar-dasar hubungan anatara keuangan pusat dan daerah, sistem rumah tangga daerah, mekanisme pusat dan daerah, masalah yang timbul dan macam-macam penerimaan daerah
10.  Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; pengertian, perhitungan anggaran, pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara serta masalah yang timbul
11. Pertanggungjawaban Keuangan Negara; pertanggungjawaban vertikal dan horizontal serta permasalahan yang timbul
12. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Berdasarkan UU Perhitungan Negara; pengawasan intern dan ekstern, preventif dan represif, aktif dan pasif, kebenaran formil, substansi norma dalam UU, sanksi-sanksi yang diberlakukan serta masalah yang timbul

	Pustaka
	Utama :
	

	
	. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 


	
	Pendukung :
	

	
	1.  Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945., Bagir Manan, 1994, Bab IV, Hal 154-218.
2.  Hukum Anggaran Negara, Bohari, 1995, Bab I, hal 1-103. Hukum Keuangan Negara RI, M. Subagio, 1987, hal 1-7.
4. Keuangan Negara, Due dan Friedlaender, 1983, hal 9-171.                                                                                 
5. Keuangan Negara, Nurdjaman Arsjad dkk, 1992, Bab I, II, III, hal 11-39. f.
 6. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Nick Devas dkk 1989, Bab VII, hal. 200-220.
7. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Arifin P 
Soeria Atmadja, 1986, Bab II, hal 9-20.
8. Pembiayaan Pemerintah Daerah, K.J. Davey, 1988, Bab III, hal 181-197.
Peraturan Perundang-Undangan ;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga.	.

	Dosen Pengampu
	Prof. Dr. Yuswanto, SH.,MH

	Matakuliah syarat
	-

	Mg Ke-
	Sub-CPMK
(Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)
	Penilaian
	Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran, 
Penugasan Mahasiswa, Pengalaman Belajar
 [ Estimasi Waktu]
	Materi Pembelajaran
[ Pustaka ]
	Bobot Penilaian (%)

	
	
	Indikator
	Kriteria & Bentuk
	Luring (offline)
	Daring (online)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Mahasiswa mampu menganalisis pengertian dan Dasar Hukum Keuangan  Negara
	1. Ketepatan menjelaskan pengertian keuangan negara
2. Ketepatan menguraikan dasar hukum keuangan negara
	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Diskusi kelompok
· Presentasi 

	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

[TM: 1x2x50”)]
	-
	· Pengertian dan makna keuangan negara
· Hubungan fungsi negara dan keuangan negara
· Ruang lingkup keuangan negara
· Dasar hukum keuangan negara

	2,5%

	2
	Mahasiswa mampu menganalisis pengeluaran negara

	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan macam pengeluaran negara
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan dan pengeluaran negara
3. Ketepatan menguraikan alas an pembenar pengeluaran negara

	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Diskusi kelompok
· Presentasi 

	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

Tugas :
· Tugas 1 : Mengerjakan soal latihan
· Tugas 2 : menganalisis pengertian dan macam pengeluaran negarapertumbuhan dan pengeluaran dan alasan pembenar pengeluaran negara

 [TM: 1x2x50”)
	
	· Pengertian dan macam pengeluaran negara
·  Pertumbuhan dan pengeluaran negara
· Alasan pembenar pengeluaran negara
	2,5%

	3
	Mahasiswa mampu  menganalisis pengertian dan hakikat anggaran negara
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian anggaran negara 
2. Mahasiswa menguraikan sifat hukum UU Anggaran
3. Mahasiswa mampu menguraikan asas-asas dan klasifikasi anggaran 

	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Penulisan makalah (kelompok) 
· Presentasi 

	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning
 [TM: 1x2x50”)]
	
	· Pengertian anggaran negara
· Sifat hukum UU Anggaran kepribadian dan perilaku
· Asas-asas dan klasifikasi anggaran
	5%

	4
	Mahasiswa mampu menganalisis mengenai siklus anggaran negara

	
1.Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian siklus anggaran
2. Mahasiwa mampu menguraikan isi dan prinsip anggran
3. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan dan pergeseran anggaran

	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Kuis
· Diskusi
· Presentasi
	· Kuis 1 

Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

 [TM: 1x2x50”)]
	
	· Pengertian siklus anggaran
· Isi dan prinsi anggaran
· Perubahan dan pergeseran anggaran
	5%

	5
	Mahasiswa mampu menganalisis mengenai penguasaan dan pengurusan anggaran  negara

	1.Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan negara
2.Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perbendaharaan negara dan pejabat perbendaharaan negara
3. Mahasiswa mampu menguraikan pertanggungjawaban keuangan negara
	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Diskusi
· Presentasi
	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

Tugas :
· Analisis Kasus
 [TM: 1x2x50”)]

	
	· Pengusaan dan pengurusan keuangan negara
· Perbendaharaan negara dan pejabat perbendaharan negara
· Pertanggungjawaban keuangan negara
	5%

	6
	Mahasiswa mampu menganalisis arti dan tata cara pengawasan anggaran keuangan negara.

	
1.Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pengawasan anggaran negara
2. Mahasiswa mampu    menjelaskan sejarah pengawasan keuangan negara
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pejabat perbendaharan negara
4. Masiswa mampu menjelaskan pemeriksaan keuangan negara
	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Diskusi
Presentasi
	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

 [TM: 1x2x50”)]

	
	· Pengertian pengawasan anggaran negara
· Sejarah pengawasan anggaran negara
· Pejabat perbendaharaan negara
· Pemeriksa keuangan negara
	5%

	7
	Mahasiswa mampu menganalisis arti penting bantuan (pinjaman) luar negeri
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting bantuan luar negeri
2. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk bantuan luar negeri
3. Masiswa mampu menguraikan alasan menerima dan memberikan bantuan luar negeri
4. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor –faktor yang menentukan jumlah bantuan luar negeri
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak-dampak bantuan luar negeri
	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Diskusi
· Presentasi
	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

 [TM: 1x2x50”)]

	
	· Arti penting bantuan luar negeri
· Bentuk-bentuk bantuan luar negeri
· Alasan menerima dan memberikan bantuan luar negeri
· Faktor-faktor yang menentukan jumlah bantuan luar negeri
· Dampak-dampak bantuan luar negeri
	5%

	8
	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester
	30%

	9
	Mahasiswa mampu menganalisis mengenai seluk beluk kebijakan fiskal
	1.Mampu menjelaskan 
pokok-pokok kebijakan fiskal
2.Mampu menganalisis 
permasalahan dalam kebijakan fiskal
3.Mampu menganalisis upaya antisipasi dalam kebijakan fiskal
4.Mampu menjelaskan posisi pajak dalam kebijakan fiskal
5.Mampu menjelaskan pengeluaran negara sebagai alat kebijakan fiskal
6. Mampu menganalisis arah kebijakan fiskal Indonesia
	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Penulisan makalah dan Tugas
· Presentasi 

	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning
 [TM: 1x2x50”)]

	
	· Pokok-pokok kebijakan fiskal
· Permasalah dalam kebijakan fiskal
· Upaya antisipasi dalam kebijakan fiskal
· Posisi pajak dalam kebijakan fiskal
· Pengeluaran negara sebagai alat kebijakan fiskal
· Arah kebijakan fiskal Indonesia
	
5%

	10-11
	Mahasiswa mampu menganalisis hubungan yang dikembangkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hubungan keuangan antara pusat dan daerah
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem rumah tangga daerah
4. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pusat dan daerah
5. Mahasiswa mampu menganalisis masalah yang timbul
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi macam-macam penerimaan daerah

	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Tes dan Non-test :
· Penulisan makalah dan Tugas
· Presentasi 

	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

Tugas :
· Tugas 1 :  
    analisis kasus:
analisis masalah yang timbul  antara keuangan pusat dan daerah

· Tugas 2 : Presentasi
[TM: 1x2x50”)]

   


	
	· Pengertian hubungan keuangan antara pusat dan daerah 
· Dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah
· Sistem rumah tanggar baru
· Mekanisme pusat dan daerah
· Masalah yang timbul
· Macam-macam penerimaan daerah

	
10%

	12
	Mahasiswa mampu menganalisis secara yuridis mengenai perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi  perhitungan anggaran negara
3. Mahasiswa mampu menganalisis pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara
4. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang timbul pada perhitungan keuangan negara

	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Kuis
· Diskusi
· Presentasi
	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning
 [TM: 1x2x50”)]

	
	· Pengertian perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara
· Perhitungan anggaran negara
· Pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara
· Permasalahan yang timbul pada perhitungan keuangan negara
	
2,5%

	13
	Mahasiswa mampu menganalisis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertical

	
1.Mahasiswa mampu menganalisis pertanggungjawaban horizontal
2. Mahasiswa mampu menganalisis pertanggungjawaban vertical
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang timbul

	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Diskusi
· Presentasi
	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning

Tugas :
Tugas Makalah Kelompok
 [TM: 1x2x50”)]

	
	· Pertanggungjawaban horizontal
· Pertanggungjawaban vertical
· Masalah yang timbul
	
2,5%

	14-15
	Mahasiswa mampu menganalisis mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Undang-undang Perhitungan Anggaran
	1.Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan intern dan ekstern
2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan preventif dan represif
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan aktif dan pasif
4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan kebenaran formil
5. Masiswa mampu menjelaskan substansi norma dalam Undang-Undang
6. Mahasiswa menjelaskan sanksi-sanksi yang diberlakukan 
7. Masiswa mampu menganalisis masalah yang timbul
	Kriteria :
Ketepatan dan penguasaan

Bentuk Non-test :
· Diskusi
· Presentasi
	Bentuk Pembelajaran:
· Kuliah;
· Presentasi Verbal;
Tayangan presentasi

Metode Pembelajaran :
· Small Group Discussion & Contextual Learning
 [TM: 1x2x50”)]

	
	· Pengawasan intern dan ekstern
· Pengawasan preventif dan represif
· Pengawasan aktif dan pasif
· Pengawasan kebenaran formil
· Substansi norma dalam Undang-Undang 
· Sanksi-sanksi yang diberlakukan
· Permasalahn yang timbul
	
10%

	16
	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester
	30%










1. Kriteria Penilaian 

	Nilai Akhir
	Huruf Mutu
	Angka Mutu
	Status

	≥7,6
7,1-7,5
6,6-7,0
6,1-6,5
5,6-6,0
5,0-5,5
‹5,0
	A
B+
B
C+
C
D
E
	4
3,5
3
2,5
2
1
0
	Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Tidak Lulus




2. Aspek yang dinilai
Dalam mementukan nilai akhir akan digunakan persentase pembobotan teori sebagai berikut :
1. TUGAS						20%
2. KUIS 						10%
3. UTS						30%
4. UAS						30%
5. Kinerja + Aktifitas + Sikap			10%





3. Kisi-kisi penilaian :
Keseluruhan penilaian akan dinilai berdasarkan kisi-kisi berikut :

	Penilaian

	Strategi/Teknik
	Bentuk Instrumen
	

	Tes Tertulis

	Soal Uraian
	Rubrik Terlampir




Bandar Lampung,      Agustus 2019
Dosen Pengampu 								Tanda Tangan

PJ Mata Kuliah	: Prof. Dr. Yuswanto, SH.,MHum				              ……………………..
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	Universitas Lampung
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

	SILABUS SINGKAT

	MATA KULIAH
	Nama              
	Hukum Keuangan Negara

	
	Kode                
	HKA 612507

	
	Kredit              
	2

	
	Semester 
	4

	DESKRIPSI MATA KULIAH

	Hukum Keuangan Negara adalah mata kuliah wajib fakultas bagian Hukum Administrasi Negara, yang artinya mata kuliah ini baru dapat ditempuh  mahasiswa pada semester IV/Genap setelah memenuhi mata kuliah pra syarat nya yaitu Hukum Administrasi Negara. Landasan keuangan negara ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara pasal 23A – 23E. Adapun Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan lainnya

	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

	1
	Memahami isi kontrak perkuliahan dan dapat bekerjasama dengan jujur dan aktif dalam mendeskripsikan serta mampu menganalisis pengertian dan Dasar Hukum Keuangan  Negara

	2
	Mampu menganalisis pengeluaran negara

	3
	Mampu menganalisis pengertian dan hakikat anggaran negara.

	4
	Mampu menganalisis mengenai siklus anggaran negara

	5
	Mampu menganalisis mengenai penguasaan dan pengurusan anggaran

	6
	Mampu menganalisis arti dan tata cara pengawasan anggaran negara

	7
	Mampu menganalisis arti penting bantuan (pinjaman) luar negeri

	8
	Mampu menganalisis mengenai seluk beluk kebijaksanaan fiskal.

	9
	Mampu menganalisis hubungan yang dikembangkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

	10
	Mampu menganalisis secara yuridis mengenai perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara

	11
	Mampu menganalisis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertikal

	12
	Mampu menganalisis mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Undang-undang Perhitungan Anggaran


	SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)

	1
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci dan sitematis pengertian dan dasar hukum keuangan negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis hubungan fungsi negara dan keuangan negara
3. menjelaskan ruang lingkup studi keuangan negara
4. menjelaskan dasar hukum keuangan negara

	2
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci hal-hal yang termasuk dalam pengeluaran negara.
2. menjelaskan secara rinci mengenai pertumbuhan pengeluaran negara
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai alasan pembenar dilakukannya pengeluaran negara dari sudut hukum dan kebijaksanaan
4. menjelaskan secara rinci mengenai pengeluaran negara dari sudut hukum dan ekonomi

	3
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti dan hakikat anggaran negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai sifat hukum undang-undang anggaran 
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai asas-asas yang dipakai dalam pelaksanaan anggaran negara.
4. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai klasifikasi anggaran negara.

	4
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti tahun anggaran bagi negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai sistem anggaran yang dilakukan dalam kehidupan bernegara.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai peranan asas anggaran berimbang bagi negara.
4. menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang termasuk dalam anggaran suatu negara.

	5
	Mahasiswa mampu:	
1. . menjelaskan secara rinci mengenai hakikat penguasaan atas anggaran negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara pengurusan anggaran negara secara umum.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai kekuasaan dan fungsi ordonatur dalam pengurusan anggaran negara.
4. menjelaskan secara rinci mengenai mengenai kekuasaan dan fungsi ordonancering dalam pengurusan anggaran negara

	6
	Mahasiswa mampu:	
1 menjelaskan secara rinci mengenai arti pengawasan dan arti pentingnya pengawasan keuangan negara.
2.	menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai sejarah pengawasan keuangan negara yang pernah dilakukan.
3.	menjelaskan secara rinci mengenai badan-badan yang diserahi tugas pengawasan keuangan negara.
4.   menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

	7
	Mahasiswa mampu:	
1  menjelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri bantuan luar negeri
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai alasan menerima bantuan dari negara donor
3. menjelaskan secara rinci mengenai kualitas bantuan luar negeri
4. menjelaskan secara rinci mengenai manfaat bantuan luar negeri
5. menjelaskan secara rinci mengenai manfaat bantuan luar negeri terutama bagi negara penerima bantuan
6. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai persoalan-persoalan yang timbul terutama bagi negara penerima bantuan   setelah mendapatkan bantuan luar negeri.

	8
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai pokok-pokok kebijaksanaan fiskal
2. menjelaskan secara rinci mengenai masalah dalam kebijaksanaan fiskal
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai upaya apa saja yang dilakukan dalam  mengantisipasi masalah-masalah yang ditimbulkan dengan diberlakukannya kebijaksanaan fiskal
4. menjelaskan secara rinci mengenai posisi pajak dalam kebijaksanaan fiskal
5. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai berbagai pengeluaran negara yang dapat dijadikan alat kebijaksanaan fiskal.
6. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai arah kebijaksanaan fiskal Indonesia selama ini.

	9
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti pentingnya hubungan antara pusat dan daerah.
2. menjelaskan secara rinci mengenai dasar-dasar yang melandasi dikembangkannya hubungan antara pusat dan daerah.
3. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai sistem rumah tangga yang dikembangkan pada pemerintahan di daerah
4. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara melakukan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah
5. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengeani kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan dalam rangka melaksanakan hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah.

	10
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dan arti pentingnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai perhitungan anggaran negara.
3. menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
4. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai kemungkinan masalah-masalah yang dapat timbul dalam rangka perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

	11
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai arti pentingnya pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertikal.
2. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara vertikal.
4. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai kemungkinan masalah-masalah yang timbul akibat dilaksanakannya mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara vertikal dan horizontal serta dapat pula menjelaskan kemungkinan untuk mengatasi permasalahan tersebut..

	12
	Mahasiswa mampu:	
1. menjelaskan secara rinci mengenai pengertian pertanggungjawaban keuangan negara yang terkandung dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.
2. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai substansi norma yuridis tentang pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.
3. menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan negara pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.
4. menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai berbagai macam sanksi baik berupa pidana maupun administratif pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Perhitungan Anggaran.

	MATERI PEMBELAJARAN

	1
	Pendahuluan: Pengertian dan dasar Hukum Keuangan Negara; 

	2
	Ruang lingkup studi keuangan negara; 

	3
	Pengeluaran Negara; 

	4
	Arti dan hakikat anggaran negara.;  

	5
	Asas-asas yang dipakai dalam pelaksanaan anggaran negara; 

	6
	Arti tahun anggaran bagi negara; 

	7
	Peranan asas anggaran berimbang bagi negara.; 

	8
	Penguasaan anggaran negara;

	9
	Tata cara pengurusan anggaran negara secara umum.;

	10
	Pengawasan Keuangan Negara; 

	11
	Ciri-ciri bantuan luar negeri; 

	12
	Manfaat bantuan luar negeri; 

	13
	Pokok-pokok kebijaksanaan fiskal; 

	14
	Arah kebijaksanaan fiskal Indonesia; 

	15
	Hubungan Antar pusat dan daerah; 

	16
	Perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara; 

	17
	Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.; 

	18
	Pentingnya pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertikal; 

	PUSTAKA 

	
	PUSTAKA UTAMA

	1
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .

	
	PUSTAKA PENDUKUNG

	2
	Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945., Bagir Manan, 1994, Bab IV, Hal 154-218..

	3
	Hukum Anggaran Negara, Bohari, 1995, Bab I, hal 1-10.

	4
	Hukum Keuangan Negara RI, M. Subagio, 1987, hal 1-7.

	5
	Keuangan Negara, Due dan Friedlaender, 1983, hal 9-171

	6
	Keuangan Negara, Nurdjaman Arsjad dkk, 1992, Bab I, II, III, hal 11-39. f.

	7
	Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Nick Devas dkk 1989, Bab VII, hal. 200-220.

	8
	Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Arifin P Soeria Atmadja, 1986, Bab II, hal 9-20.

	9
	Pembiayaan Pemerintah Daerah, K.J. Davey, 1988, Bab III, hal 181-197

	10
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

	11
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

	12
	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga

	PRASYARAT (Jika ada)

	-
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Fakultas Hukum
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	RENCANA TUGAS MAHASISWA

	MATA KULIAH
	Hukum Keuangan Negara

	KODE
	HKA 612507
	sks
	2
	SEMESTER
	3

	DOSEN PENGAMPU
	1. Prof. Dr. Yuswanto, SH., M.Hum.
2. Nurmayani, S.H., M.H.
3. Elman Eddy P, S.H, M. H
4. Syamsir Syamsu, S.H., M.H
5. Eka Deviani, S.H, M. Hum
6. Ati Yuniati, S.H., M.H
7. Marlia Eka P, S.H., M.H.
8. Fenny Andriani, S.H., M.H

	BENTUK TUGAS
	WAKTU PENGERJAAN TUGAS

	Soal Latihan berupa pertanyaan tentang materi-materi
	1 Minggu

	JUDUL TUGAS

	Soal Esai

	SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

	Mahasiswa dapat menjelaskan:
· Pengertian dan macam pengeluaran negara
· Pertumbuhan dan pengeluaran negara
· Alasan pembenar pengeluaran negara
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan menjelaskan Pengertian dan macam pengeluaran negara, Pertumbuhan dan pengeluaran negara dan Alasan pembenar pengeluaran negara


	DESKRIPSI TUGAS

	Tugas Mahasiswa: menjawab dengan benar pertanyaan tentang Pengertian dan macam pengeluaran negara, Pertumbuhan dan pengeluaran negara dan Alasan pembenar pengeluaran negara


	METODE PENGERJAAN TUGAS

	Sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

	BENTUK DAN FORMAT LUARAN

	a. Obyek Garapan:Soal Latihan berupa pertanyaan tentang materi-materi Pengertian dan macam pengeluaran negara, Pertumbuhan dan pengeluaran negara dan Alasan pembenar pengeluaran negara
b. Bentuk Luaran: 
1. Kesimpulan dari jawaban yang dikerjakan oleh mahasiswa

	INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

	Penilaian tugas berdasarkan kelengkapan dan ketepatan jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan tentang Pengertian dan macam pengeluaran negara, Pertumbuhan dan pengeluaran negara dan Alasan pembenar pengeluaran negara

	JADWAL PELAKSANAAN

	1. TM 2
	Tugas ke-1

	LAIN-LAIN

	

	DAFTAR RUJUKAN
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	RENCANA TUGAS MAHASISWA

	MATA KULIAH
	Hukum Keuangan Negara

	KODE
	HKA 612507
	sks
	2
	SEMESTER
	3

	DOSEN PENGAMPU
	1. Prof. Dr. Yuswanto, SH., M.Hum.
2. Nurmayani, S.H., M.H.
3. Elman Eddy P, S.H, M. H
4. Syamsir Syamsu, SH., M.H
5. Eka Deviani, S.H., M.H
6. Ati Yuniati, S.H., M.H
7. Marlia Eka P, S.H., M.H
8. Fenny Andriani, S.H., M.H

	BENTUK TUGAS
	WAKTU PENGERJAAN TUGAS

	Diskusi dan Studi Kasus
	1 Minggu

	JUDUL TUGAS

	Tugas Studi Kasus

	SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

	Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
penguasaan dan pengurusan anggaran  negara Sehingga mahasiswa pada akhirnya memahami materi  penguasaan dan pengurusan anggaran  negara

	DESKRIPSI TUGAS

	Tugas Mahasiswa: menyajikan sebuah analisis studi kasus yang materinya sesuai dengan  penguasaan dan pengurusan anggaran  negara

	METODE PENGERJAAN TUGAS

	Sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu.

	BENTUK DAN FORMAT LUARAN

	a. Obyek Garapan:Mahasiswa menganalisis mengenai  penguasaan dan pengurusan anggaran  negara 
b. Bentuk Luaran: 
Hasil akhir adalah  presentasi yang dikerjakan oleh mahasiswa.

	INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

	Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan analisis, teknik presentasi dan diskusi kelas.

	JADWAL PELAKSANAAN

	2. TM 5
	Tugas ke-2

	LAIN-LAIN

	

	DAFTAR RUJUKAN
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	RENCANA TUGAS MAHASISWA
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	2
	SEMESTER
	3

	DOSEN PENGAMPU
	1. Prof. Dr. Yuswanto, SH., M.Hum.
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	BENTUK TUGAS
	WAKTU PENGERJAAN TUGAS

	Soal Latihan berupa pertanyaan tentang materi-materi
	1 Minggu

	JUDUL TUGAS

	Soal Esai

	SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

	Mahasiswa dapat menjelaskan:
· Pengertian hubungan keuangan antara pusat dan daerah
· Dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah
· Macam-macam Penerimaan daerah
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan menjelaskan Pengertian hubungan keuangan antara pusat dan daerah, Dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah dan Macam-macam Penerimaan daerah


	DESKRIPSI TUGAS

	Tugas Mahasiswa: menjawab dengan benar pertanyaan tentang Pengertian hubungan keuangan antara pusat dan daerah, Dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah dan Macam-macam Penerimaan daerah


	METODE PENGERJAAN TUGAS

	Sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

	BENTUK DAN FORMAT LUARAN

	a. Obyek Garapan:Soal Latihan berupa pertanyaan tentang materi-materi Pengertian hubungan keuangan antara pusat dan daerah, Dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah dan Macam-macam Penerimaan daerah
b. Bentuk Luaran: 
2. Kesimpulan dari jawaban yang dikerjakan oleh mahasiswa

	INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

	Penilaian tugas berdasarkan kelengkapan dan ketepatan jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan tentang Pengertian hubungan keuangan antara pusat dan daerah, Dasar-dasar hubungan antara keuangan pusat dan daerah dan Macam-macam Penerimaan daerah

	JADWAL PELAKSANAAN

	3. TM 11
	Tugas ke-3

	LAIN-LAIN

	

	DAFTAR RUJUKAN
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	BENTUK TUGAS
	WAKTU PENGERJAAN TUGAS

	Makalah Kelompok
	1 Minggu

	JUDUL TUGAS

	Tugas Makalah

	SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

	Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertical Sehingga mahasiswa pada akhirnya memahami materi  mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertical

	DESKRIPSI TUGAS

	Tugas Mahasiswa: menyajikan sebuah makalah kelompok yang materinya sesuai dengan   mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertical

	METODE PENGERJAAN TUGAS

	Sesuai arahan yang diberikan dosen pengampu.

	BENTUK DAN FORMAT LUARAN

	a. Obyek Garapan:Mahasiswa menganalisis mengenai   mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal dan vertical
b. Bentuk Luaran: 
Hasil akhir adalah  makalah dan presentasi yang dikerjakan oleh mahasiswa.

	INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

	Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan analisis, teknik presentasi dan diskusi kelas.

	JADWAL PELAKSANAAN

	1. TM 13
	Tugas ke-4

	LAIN-LAIN

	

	DAFTAR RUJUKAN

	


















	Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN 
	Jam

	a
	Kuliah, Responsi, Tutorial
	

	
	Tatap Muka
	Penugasan Terstruktur
	Belajara Mandiri
	

	
	50 menit/minggu/semester
	60 menit/minggu/semester
	60 menit/minggu/semester
	2,83

	b
	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis
	

	
	Tatap muka
	Belajar mandiri
	

	
	100 menit/minggu/semester
	70 menit/minggu/semester
	2,83

	c
	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara
	

	
	170 menit/minggu/semester
	2,83
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	No
	Metode Pembelajaran Mahasiswa
	Kode

	1
	Small Group Discussion
	SGD

	2
	Role-Play & Simulation
	RPS

	3
	Discovery Learning
	DL

	4
	Self-Directed Learning
	SDL

	5
	Cooperative Learning
	CoL

	6
	Collaborative Learning
	CbL

	7
	Contextual Learning
	CtL

	8
	Project Based Learning
	PjBL

	9
	Problem Based Learning & Inquiry
	PBL

	10
	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
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